
 

 

ix 

 

ABSTRAK 

 

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat pembinaan terhadap 

seseorang yang melakukan tindak pidana, di dalam Lembaga Pemasyarakat warga 

binaan di bina agar saat keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi seseorang 

yang baik dan dapat diterima didalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan seksual 

warga binaan telah menjadi permasalahan besar dalam sistem pemasyarakatan 

nasional Indonesia. Sampai saat ini, kebutuhan tersebut belum ada aturan khusus 

yang menatur. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan Negara dalam 

memenuhi kebutuhan seksual warga binaan dapat menyebabkan berbagai akibat 

negatif, seperti kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam 

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam perananan 

Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan penyimpangan seksual selama 

ini masih belum ada aturan khusus, sehingga menimbulkan banyak permasalahan 

yang menimpa warga binaan penyimpangan seksual. Seharusnya dengan melihat 

kondisi warga binaan yang mengalami penyimpangan seksual maka diperlukan 

aturan khusus untuk warga binaan yang mengalami penyimpangan seksual. 

 

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Penyimpangan Seksual, Pembinaan 

khusus 
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ABSTRACT 

 

Institution of correctional is a fostering place for people who commit a criminal 

offense. Inside of this institution, The inmates being fostered in purpose that when 

they leave the correctional institution they could be a better person and also being 

accepted in social life. The inmate's sexual necessity has been a serious problem 

for the indonesian social penal system. At this moment, there is no spesific rules 

for this necessity. Whereas, it can't be unwill that there is  a fail in this country for 

resolve this sexual necessity so that caused some negative consequences, like a 

sexual violence. The result of this observation indicate that in ordinance law 

number 12 of 1995 concerning the intimates of correctional institution, there is no 

spesific rules that can be regulate, so that caused many problem for The inmates. 

Actually, according this condition the inmates who experienced the sexual 

deviation should be ruled in a spesific rules. 
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